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P E N E T A P A N. 

Nomor  4 /Pdt.G / 2021 / PN.Skh. 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ; 

 Ketua  Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo ;  

 Telah membaca surat gugatan sederhana tertanggal 7 Januari 2021, 

yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo 

tanggal 04 Januari 2021, dibawah reguster perkara  Nomor 

4/Pdt.G/2021/PN.Skh, dalam perkara antara :  

1. Nama   : Hj. UNTARI SUMARTININGSIH 

Tempat/tanggal lahir : Malang, 17 Oktober 1955 

Agama   : Islam  

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Pekerjaan  : Mengurus Rumah Tangga 

Kewarganegaraan : WNI 

Pendidikan terakhir : SLTA 

Status Perkawinan : Cerai Mati 

Alamat KTP  : Kampung Baru RT 002/RW 002,  

Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Pasar   

Kliwon, Kota Surakarta Alamat Domisili Kwarasan 

RT 001/RW 001, Desa Kwarasan, Kecamatan 

Grogol, Kabupaten Sukoharjo. 

Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------PENGGUGAT I; 

2. Nama   : ANDRIONO SAPTANTO 

Tempat/tanggal lahir : Surakarta, 20 September 1976 

Agama   : Islam  

Jenis Kelamin  : Laki-Laki 

Pekerjaan  : Karyawan Swasta 

Kewarganegaraan : WNI 

Pendidikan terakhir : S1 

Status Perkawinan : Kawin 

Alamat  :Jl. Sawi XI/14 RT 005/RW 006, Kelurahan  

Sendangguwo, Kecamatan Tembalang, Kota 

Semarang 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------PENGGUGAT II; 

3. Nama   : YULI ANGGRAINI 

Tempat/tanggal lahir : Surakarta, 10 Juli 1978 

Agama   : Islam  

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Pekerjaan  : Kepolisian RI (POLRI) 

Kewarganegaraan : WNI 

Pendidikan terakhir : S1 

Status Perkawinan : Kawin 

Alamat    : Bukit Indah Regensi Blok A1/6 RT 007/RW 009,  

  Kelurahan Srondol Kulon, Kecamatan Banyumanik,  

  Kota Semarang 

Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------PENGGUGAT III; 

4. Nama   : ASTIEN DEWI RUMANI 

Tempat/tanggal lahir : Surakarta, 27 Oktober 1984 

Agama   : Islam  

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Pekerjaan  : Mengurus Rumah Tangga 

Kewarganegaraan : WNI 

Pendidikan terakhir : SLTA 

Status Perkawinan : Cerai Mati 

Alamat    : Kampung Baru RT 002/RW 002,  

Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Pasar  

Kliwon,  Kota Surakarta. 

Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------PENGGUGAT IV; 

Selanjutnya dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini PENGGUGAT I, 

PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV Mohon disebut sebagai ---

----PARA PENGGUGAT 

Dengan ini hendak mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap : 

1. Nama   : Ika Putriani Sambuaga, S.H., M.H.   

Tempat/tanggal lahir : Bandung, 22 Januari 1986 

Agama   : Katholik 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Pekerjaan  : Mengurus Rumah Tangga 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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Kewarganegaraan : WNI 

Pendidikan terakhir : S2 

Status Perkawinan : Kawin 

Alamat : Jalan Kapten Tendean No. 128/Bonorejo  RT 006 

RW 015, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, 

Kota Surakarta 

Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------TERGUGAT I; 

2. Nama   : Budi Santoso   

Alamat : Jalan Kapten Tendean No. 128/Bonorejo  RT 006 

RW 015, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, 

Kota Surakarta; 

Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------TERGUGAT II; 

3. Nama   : Notaris & PPAT Toto Susmono Hadi, S.H., M.H.   

Alamat   : Jl. Moh. Husni Thamrin No.12, Kelurahan Manahan,  

  Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. 

Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------TERGUGAT III; 

4. Nama   : Notaris & PPAT Herlina, SH   

Alamat   : Jl. Ir. Soekarno No. 48, Ngasinan, Kwarasan,  

  Kecamatan Grogol, Kabupaten  Sukoharjo 

Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------TERGUGAT IV; 

5. Nama   : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri  

Agraria Cq. Kanwil Pertanahan Propinsi Jawa     

Tengah Cq. Kepala Kantor Pertanahan 

Kabupaten Sukoharjo 

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No.310, Ngepeng, Desa 

Sidorejo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten 

Sukoharjo. 

Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------TERGUGAT V; 

TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V 

untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA TERGUGAT 

6. Nama   : PT BPR SABAR ARTHA PRIMA    

Alamat   : Jl. Slamet Riyadi No.38, Kelurahan Keprabon,  

  Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------TURUT TERGUGAT; 

  Pengadilan Negeri tersebut ;  

 Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo 

Nomor  4/Pdt.G/2021/PN.Skh, Tanggal 8 Januari 2021 tentang penunjukan 

Majelism Hakim  dan Panitera Pengganti ; 

 Telah membaca surat penetapan Hakim Ketua Nomor  

4/Pdt.G/2021/PN.Skh, Tanggal 8 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang; 

 Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat 

dan Tergugat I, II, V dan Turut Tergugat hadir di persidangan sedangkan 

Tergugat III dan IV tidak pernah hadir dipersidangan; 

 Menimbang, bahwa Penggugat pada persidangan tanggal 28 April 2021, 

telah mengajukan pencabutan Gugatan secara tertulis di persidangan dalam 

perkara Nomor 4/Pdt.G/2021/PN.Skh;  

 Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara Nomor 

4/Pdt.G/2021/PN.Skh tersebut diajukan sebelum Para Tergugat mengajukan 

jawaban maka Hakim tidak perlu mendengar pendapat Para Tergugat, dan 

permohonan Penggugat yang diajukan untuk mencabut perkara Nomor 

4/Pdt.G/2021/PN.Skh, tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya 

permohonan tersebut dikabulkan maka pencabutan tersebut haruslah di catat 

pada register perkara perdata yang berlaku di Kepaniteraan Pengadilan Negeri 

Sukoharjo;  

 Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut oleh Penggugat 

maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada pihak 

Penggugat;  

 Mengingat Undang-undang serta ketentuan hukum yang bersangkutan; 

M  E  N  E  T  A  P  K  A  N : 

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut ; 

2. Menyatakan bahwa perkara perdata Nomor : 4/Pdt.G/2021/PN Skh telah 

dicabut karenanya perkara tersebut telah selesai ; 

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk 

mencatat pencabutan perkara Nomor  4/Pdt.G/2021/PN Skh pada 

register perkara yang sedang berjalan dalam perkara ini; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam 

perkara ini yang sampai saat ini sebesar   Rp1.446.000,00 (Satu Juta 

Empat Ratus Empat puluh Enam Ribu Rupiah) ; 

 

  

    

Hakim Anggota              Hakim Ketua 

 TTD  

1. Ari Prabawa, S.H.,M.H. 

 TTD      TTD 

2. Yulia Susanda, S.H. ,M.H.                           Saiman, S.H.,M.H. 

     

    Panitera Pengganti 

 TTD 

M.M. Nanik Widyastuti, S.H. 

 

 Biaya-biaya : 

• Pendaftaran  Rp.    30.000,00 

• Pemberkasan Rp.    80.000,00 

• Panggilan  Rp.1.236.000,00 

• PNBP panggilan Rp.     70.000,00 

• PNBP Pencabutan  Rp.      10.000,00 

• Meterai  Rp.     10.000,00 

• redaksi  Rp.     10.000,00 

 

Jumlah                    Rp.  1.446.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Empat  

 puluh Enam Ribu Rupiah) ; 

DITETAPKAN DI    : S U K O H A R J O 

PADA TANGGAL   :  28 April 2021 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5


